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ABSTRAK 

 

Rizka Rahmadani Hsb(2022): Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan 

Hak-Hak Istri Yang Di talak Bain Kubra 

Secara Agama Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu 

 

Talak menurut Syara‟ ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah 

Dalil-dalil tentang talak adalah berdasarkan al-Kitab, as-Sunnah, dan Ijma‟ 

ulama‟. Talak ba‟in kubra adalah talak yang tidak memungkinkan suami rujuk 

kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya 

kawin dengan laki-laki lain, telah melakukan hubungan suami istri dan bercerai 

pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa „iddahnya. selain itu Perempuan 

yang menjalani „iddah talak ba‟in kubra, jika ia dalam keadaan hamil maka ia 

akan mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi bila dalam keadaan 

tidak hamil, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama 

mazhab. 

Talak bain kubra merupakan talak ketiga dimana suami dan istri dapat 

kembali lagi dengan adanya syarat mantan telah menikah dengan laki laki lain dan 

terjadi perceraian ba‟da dukhul serta telah habis masa iddahnya. Hak-hak adalah 

sesuatu yang harus dipenuhi. 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun 

populasi pada penelitian ini adalah 13. 341 KK keseluruhan tambusai dan 

mengambil sampel pada penelitian ini 5 orang tokoh masyarakat, 15 orang 

pasangan suami istri yang talak bain kubra, maka jumlah sampel yang peniliti 

ambil sebanyak 20 orang. 

Kompilasi Hukun Islam sejalan dengan pendapat Imam Ahmad bukan 

ucapan pendapat Imam Syafi‟i. oleh karena itu, para penegak hukum bisa 

mempertimbangkan  hal ini dalam menetapkan keputusannya terhadap 

kepermasalahan wanita yang talak bain kubra dan mengenai pemenuhan tokoh 

masyarakat dikecamatan tambusai tentang talak bain kubra yaitu pertama kata 

talak yang diucapkan suami kepada istrinya sudah tiga kalinya dan ada niat dalam 

pengucapan talak tersebut tanpa diselingi masa iddah pokok nya perkataan talak 

suami yang sudah tiga kali itu telah jatuh talak tiga, kedua yaitu  pasangan suami 

istri yang sudah bercerai  negara atau sudah menucapkan talak ikrar didepan 

Pengadilan Agama. 

Kata Kunci: Talak Bain Kubra, Hak Istri, Akibat Hukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi 

untuk selama hayat masih dikandung badan. Baik suami maupun istri, harus 

berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin 

serta taman yang permai, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus 

dari orang tuanya. Karena itu, hubungan suami istri itu sangat suci dan 

terhormat, kuat ikatannya, dan tinggi nilainya sesuai dengan nilai manusia itu 

sendiri.
1
  

Hubungan antar manusia, apalagi dalam kehidupan rumah tangga, 

tidak semudah apa yang dibayangkan, ia bukan angka-angka yang dapat 

dihitung atau diprediksi. Membangun rumah tangga bukan seperti membangun 

rumah. Perbedaan pendapat bahkan percekcokan pasti ada dan terjadi.2 Oleh 

karena itu, suatu perkawinan dapat terputus dan berakhir karena berbagai hal, 

antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, 

atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya, atau karena sebab-sebab 

lain.3 

 

 

                                                             
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: 

Raja Grafindo, 2010, hlm. 247 
2
 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur‟an, Jakarta: 

Lentera Hati, 2000, hlm. 450 
3
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat …. hlm. 229 
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Demikian firman Allah SWT dalam al-Qur‟an surat ar-Rum ayat 21: 

هِي ۡ ََِّۡۡ خِ ۡۡ ۦۡءَايََٰ وَت ًۚ سَح  َّ ةٗۡ دَّ َْ ٌنَُنۡهَّ جَعَلَۡبيَ  َّ ِبَۡ اْۡإلِيَ   ْ نٌُُ جٗبۡلِّخسَ  ََّٰ ۡأصَ  ۡأًَفسُِنُن  ي  ۡخَلكََۡلنَُنۡهِّ أىَ 

مٖۡيخَفَنََّشُّىَۡ  ْ جٖۡلِّقَ للَِۡلََ يََٰ
ۡفيِۡرََٰ  ١٢ۡإىَِّ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu 

cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir” (Q.S. Ar-Rum ayat 21). 

 

Hubungan antara laki-laki dengan perempuan merupakan sebuah 

tuntutan yang telah diciptakan oleh Allah Swt, dan untuk menghalalkan 

hubungan itu maka disyariatkanlah akad nikah. Pada dasarnya setiap laki-laki 

muslim dapat saja menikah dengan wanita yang disukainya, namun segera 

harus disebutkan bahwa prinsip itu tidak mutlak karena harus ada batas-

batasnya.4 Pergaulan antara laki laki dengan perempuan yang telah diatur 

dalam pernikahan ini tentunya akan mendapatkan nilai ibadah dan sumber 

pahala bagi suami dan isteri. 

Adanya penikahan juga sebagai wadah untuk kehalalan dalam 

melakukan jima‟ bagi suami dan isteri. Nikah merupakan salah satu asas 

pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. 

Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk 

mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang 

sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum 

                                                             
4
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, cet.II, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002).5. 
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yang lainya dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan 

pertolongan antara satu dengan yang lainya. 

Dalam kehidupan berumah tangga, ada hak dan kewajiban timbal balik 

antara suami dan istri. Memberikan nafkah merupakan kewajiban suami 

terhadap istrinya, termasuklah menyediakan segala kebutuhan asasi seperti 

makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila 

suaminya itu kaya. Kewajiban ini ditetapkan oleh Quran, sunnah dan ijma‟ 

ulama.5 

Permasalahan nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Hak 

dan kewajiban antara kedua suami istri timbul tanpa dapat dihindari. Akad 

nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri 

dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing. Kelalaian disatu 

pihak dalam menunaikan kewajibannya, berarti menelantarkan hak pihak yang 

lain. Begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.6 

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata اطبلك yang artinya lepasnya 

suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian berarti perpisahan atau 

perpecahan.
7
 

Jadi, menurut syara‟ talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan 

sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi 

                                                             
5
 Mustofa al-Khin, dkk, Kitab Fikah Mazhab Syafie: Menghuraikan Bab Undang-undang 

Kekeluargaan, Penerjemah Azizi Ismail dan Mohd Asri Hashim, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam 

Sdn Bhd, 2002), h.622. 
6
 Dedi Supriyadi, Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, Bandung: 

Pustaka Al-Fikriis, 2009), hal. 76 
7
 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 209   
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suaminya. Adapun kebolehan pelaksanaan talak terbukti dalam beberapa ayat 

yang ada pada al-Qur‟an.  

Oleh karena itu, dengan menilik kemaslahatan atau kemudaratannya, 

maka hukum talak ada empat yaitu:  

1. Wajib. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua 

hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya 

keduanya bercerai. Sunat. Apabila suami tidak sanggup lagi membayar 

dan mencukui kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga 

kehormatan dirinya. 

2. Haram. (bid‟ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu 

istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang 

telah dicampurinya dalam waktu suci itu. 

3. Makruh. Yaitu hukum asal talak dari yang tersebut di atas. Yaitu talak 

yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan. 

4. Mubah, Talak mubah ketika ada hajat karena kedua suami istri telah 

sepakat untuk bercerai, mungkin karena keduanya telah merasa tidak dapat 

melanjutkan kehidupan perkawinan mereka lagi. 

يِۡ الَطَّلََقُۡ حَٰ ۖ ۡ هَشَّ فۡ  فبَهِْسَبك ۡ   ّْ ّْۡ بِوَعْشُ ۖ ۡ ببِحِْسَبىۡ  حسَْشِيْح ۡ  اَ لَۡ  َّ  

ّْۡا اىَْۡ لنَُنْۡ يحَِلۡ  ب ۡ حأَخُْزُ ُيَُّۡ هِوَّ ْْ حيَْخوُُ ۡ  شَيْ ـ ب اَٰ دَۡ يقُِيْوَب الََّۡ يَّخَبفبَ ۡ اىَْۡ اِلَّ ّْ ِۡ حُذُ   اّللَٰ
Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma‟ruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu 

mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada 

mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu 

menjalankan hukum-hukum Allah (QS al-Baqarah: 229). 
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Talak adalah hak suami. Jadi suamilah yang berkewajiban memberi 

nafkah „iddah. Disamping itu, laki-laki juga harus memberi nafkah mut‟ah. 

Hal itu karena laki-laki yang memberi mahar dan yang memberikan nafkah 

kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai 

perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa 

memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu ia lebih berhak 

untuk menjatuhkan talak karena dua perkara: 

1. Sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan 

dibandingkan dengan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, 

maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak 

perlu menghancurkan kehidupan perkawinan. 

2. Talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri atas 

pemberian mahar yang ditanggunguhkan, nafkah „iddah dan nafkah 

mut‟ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam 

menjatuhkan talak. Demi maslahah dan kebaikan talak diletakkan di 

tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.
8
 

Talak Ba‟in adalah talak yang memisahkan sama sekali hubungan 

suami istri. Talak bain ini terbagi menjadi dua bagian :  

1. Talak ba‟in sughra ialah talak yang menghilangkan hak-hak dari bekas 

suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru mantan istrinya itu. 

Yang termasuk dalam talak ini adalah khulu‟ dan talak yang dijatuhkan 

suami kepada istri yang belum didukhul. 

                                                             
8
 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, ( Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 321 
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2. Talak ba‟in kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk 

kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin 

melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya.
9
 Setelah terjadi 

talak ba‟in kubra, maka ketentuan yang muncul dari akibat perceraian ini 

adalah bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. 

Dapat melakukan akad nikah jika ada muhallil, setelah bekas istri menikah 

dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba‟da dukhul serta 

habis masa iddahnya barulah mereka dapat melaksanakan akad nikah 

baru.
10

 

Talak Ba‟in Kubra Adalah talak yang ketiga kalinya yang mampu 

menghilangkan hak rujuk kepada mantan istri. Walaupun kedua mantan 

suami-istri itu ingin melakukannya baik diwaktu „iddah maupun 

sesudahnya. Adapun akibat hukumnya adalah :  

a. Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali.  

b. Dapat melakukan akad nikah lagi, setelah mantan istri menikah dengan 

orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba‟da dukhul serta telah 

habis masa „iddahnya.
11

 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian lebih terarah dan mendapatkan kupusan yang 

mendalam, maka masalah ini di pokuskan kepada Tinjauan Hukum Islam 

                                                             
9
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat …. Hlm. 245-246 

10
 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, ....hlm. 164 

11
Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, ....hlm. 165 
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terhadap Penyelenggaraan Hak-hak Istri Talak Bain Kubra secara Agama 

Kecamatam Tambusai Barat Kabupaten Rokan Hulu. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang tertera diatas, maka rumusan masalah 

penelitian adalah ; 

1. Bagaimana pemenuhan masyarakat terhadap pelaksanaan hak-hak Istri 

talak bain kubra?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Hak-hak Istri talak 

Bain Kubra secara Agama Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pemenuhan masyarakat terhadap pelaksanaan 

hak-hak Istri talak bain kubra Kecamatan Tambusai Kabupaten 

Rokan Hulu 

b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Hak-

hak Istri talak Bain Kubra secara Agama Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu  

2. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan karya 

ilmiah ini dapat berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam keilmuan, antara lain: 
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a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi motifasi 

terhadap pembaca, sehingga melahirkan teori-teori baru yang 

berkaitan mengenai masa „iddah dalam hukum Islam. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan 

memberi kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam 

bidang hukum keluarga. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Pengertian Talak 

Menurut bahasa, talak berarti melepas tali dan membebaskan, misalnya 

naqah taliq (unta yang terlepas tanpa diikat)
12

. Talak berasal dari bahasa Arab 

yaitu kata اطلَق  yang artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan 

berakhirnya hubungan perkawinan.
13

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

talak perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.
14

 Sedangkan menurut 

syara‟ makna talak ialah melepas tali nikah dengan  lafaz talak atau 

sesamanya. 

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud 

dengan menghilangkan ikatan pernikahan ialah mengangkat ikatan 

pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu halal bagi suaminya (dalam hal ini 

kalau terjadi talak tiga), dan yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan 

ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami dalam hal kalau 

terjadi talak raj‟i.15 

Pendapat Sayid Sabiq talak ialah melepaskan tali perkawinan dan 

mengakhiri tali pernikahan suami istri.16 Lafaz talak telah ada sejak zaman 

jahiliah. Syara‟ datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat 

Islam. Penduduk jahiliah menggunakannya ketika melepas tanggungan tetapi 

                                                             
12

 Abdul MajidKhon, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Amzah 2011), hlm. 255. 
13

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat, Kajian fikih nikah lengkap Jakarta : Raja 

Grafindo persada 2010), hlm. 229  
14

 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka 2002), hlm. 209. 
15

 Abdurrahman al-Jaziri, al Fiqh ala Madzahib al - Arba‟ah , hlm. 278. 
16

 Sayyid Sabiq, Fiqhas - Sunah , (Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, t.t) hlm. 101 
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dibatasi tiga kali. Hadis diriwayatkan oleh Urwah bin Zubeir berkata ‚dulunya 

manusia menalak istrinya tanpa batas tanpa bilangan.‛ Seseorang yang 

menalak istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian 

ia menalak lagi begitu seterusnya, kemudian menalak lagi dengan maksud 

menyakiti wanita, maka turunlah ayat al baqorah ayat 229. 

كُۡ بۡ ۡٱلطَّلََٰ خُزُّاْۡهِوَّ
ۡأىَۡحأَ  ۡلنَُن  لَۡيحَِل  َّ ۡ يٖ  سََٰ ۡبئِحِ  شِيحُ  ۡحسَ   ّ ۡأَ شُّف  ۡبِوَع 

سَبكُ  ۡفئَهِ  حبَىِ  هَشَّ

ۡشَيۡ  خوُُُْيَُّ ۡيقُيِوَبۡحُذُّدَۡۡ  ۡءَاحيَ  ِۡ بۡإِلَّ ۡأىَۡيخََبفبَ ۡألََّ ۡيقُيِوَبۡحُذُّدَۡۡٱللَّ ۡألََّ خنُ  ۡخِف  ِۡفئَىِ  ۡفلَََۡۡٱللَّ

ۡ ۡفِيوَب ِِوَب ۡعَليَ  خذََث ۡجٌُبَحَ َِۡۡٱف  ۡۡ ۦۡبِ ۡحُذُّدُ لَ ِۡحِل  ۡۡٱللَّ ۡحُذُّدَ هَيۡيخَعََذَّ َّ ۡ خذَُُّبًَۚ ۡحعَ  ِۡفلَََ ۡٱللَّ

ئلَُِۡنُُۡ
لََٰ  ّْ ُ لوُِْىَۡفأَ

١١٢ۡۡۡٱلظََّٰ

 

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan 

dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan 

oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka 

janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim. 

 

B. Hukum Talak Dalam Islam 

Pada prinsip asalnya, talak itu hukumnya makruh. Namun para ulama 

berbeda pendapat tentang hukum talak. Pendapat yang lebih benar adalah 

makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berati kufur 

terhadap nikmat Allah. Pernikahan adalah suatu nikmat dari beberapa nikmat 

Allah, mengkufuri nikmat Allah haram hukumnya. Ulama Syafi‟iyyah dan 

Hanabillah  berpendapat tentang hukum talak secara rinci. AlBaijarami 
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berkata: “hukum talak itu ada lima, yaitu adakalanya wajib seperti talak dari 

hakam perkara syiqaq , yakni perselisihan suami-istri yang sudah tidak dapat 

didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan 

terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.
17

 Selain itu yang 

termasuk talak wajib adalah talak dari orang yang melakukan ila‟ terhadap 

istri setelah lewat waktu empat bulan. Sebagaimana firman Allah dalam surah 

Al Baqarah ayat 226. 

ۡۡلِّلَّزِييَۡ ۡفئَىِۡفبَ ءُّۡفئَىَِّ ِشُٖ  بعََتِۡأشَ  ۡحشََب صُۡأسَ  ِِن  لُْىَۡهِيًِّۡسَب ئِ َۡيؤُ  غَفُْسٞۡۡٱللَّ

حِينٞۡ ١١٢ۡۡسَّ

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh 

empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada 

isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 

 

Adapun talak yang diharamkan, yaitu talak yang tidak diperlukan. 

Talak ini dihukumi haram karena akan merugikan dan istri serta tidak ada 

manfaatnya serta talak ini dapat melenyapkan maslahat yang dapat diperoleh 

oleh suami istri. Keharamannya seperti merusak harta. Sedangkan talak 

mubah terjadi hanya apabila diperlukan, misalnya karena istri sangat jelek, 

pergaulannya buruk atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak 

istri. Apabila pernikahan dilanjutkan pun tidak akan mendapat tujuan apa-

apa.
18

 

                                                             
17

 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, al Asru wa 

Ahkamuha Fi at - Tasyri‟ al - Islamy , hlm. 258 27  
18

  Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat …. hlm. 250  



 

 
 

12 

Dan hukum talak yang terakhir adalah mandub atau talak sunah, yaitu 

talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluan dalam melanggar 

perintah-perintah Allah. Misalnya meninggalkan shalat, kelakuan buruknya 

sudah tidak dapat diperbaiki lagi atau istri sudah tidak menjaga kesopanan 

dirinya. Imam Ahmad berkata ‚tidak layak mempertahankan wanita demikian 

itu karena ia kurang agamanya, tidak aman kerusakan rumah tangga dan 

membersamakan anak yang bukan diperoleh dari suami.
19

 

C. Macam-Macam Talak 

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, 

talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:
20

 

1. Talak Raj‟i 

2.  Talak Ba‟in 

Dari dua macam talak tersebut kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, 

antara lain: 

1. Dari segi masa „iddah , ada tiga yaitu 

a. „iddah Haid atau Suci  

b. „iddah karena hamil  

c. „iddah karena bulan 2 

2. Dari segi keadaan suami, ada dua yaitu:  

a.  Talak hidup  

b.  Talak mati. 

 

                                                             
19

 Ibid., 
20

 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat , (Semarang : Karya Abdi Jaya 2015)  hlm. 163 



 

 
 

13 

3. Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada dua yaitu:  

a. Talak langsung oleh suami 

b.  Talak tidak langsung oleh hakim (Pengadilan Agama) 

4. Dari segi baik tidaknya, ada da yaitu:  

a. Sunni 

b. Bid‟i 

Undang-undang perkawinan Indonesia Nomor 1 Tahun 1974  tidak 

mengatur lebih lanjut mengenai macam-macam talak atau yang berkaitan 

dengan frekuensi talak yang diizinkan bagi suami terhadap istrinya kecuali 

pada pasal 10 yang tidak masuk di dalam bab putusnya perkawinan. Dalam 

pasal tersebut dikatakan bahwa: 

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang 

lainnya dan bercerai untuk kedua kalinya maka diantara mereka tidak 

boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing agamanya 

dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain” 

 

Demi tuntutan unifikasi, Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 memberikan satu jalan keluar bagi  perbedaan aturan yang terdapat pada 

agama (Islam) yang mengizinkan perceraian sampai tiga kali. Dan itupun, 

seperti KUH Perdata, dengan persyaratan tertentu, hak mencerai tiga kali dapat 

kembali dimiliki jika penalak memperbaharui perkawinan lagi dengan istrinya, 

tentu saja setelah istri menjadi halal karena perkawinan dan perceraian dengan 

pria lain.
21
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 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
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Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk atau kembali, 

talak dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

1. Talak Ra j‟i 

Talak raj‟i yaitu talak dimana suami masih memepunyai hak untuk 

merujuk kembali isrtrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal 

tertentu, dan istri benar-benar telah digauli. Adapun menurut Undang-

undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa talak raj‟i adalah 

talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selam istri dalam 

masa „iddah.
22

  

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Hadi, M. A beliau mengatakan talak 

raj‟i adalah talak satu atau dua yang wanita tertalaknya ( al mutallaq) 

belum habis masa „iddah nya. Saat „iddah itulah terjadi beberapa 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tertalak belum habis masa „ „iddah nya, jadi ia masih di dalam masa 

tunggu selama tiga kali suci.   

b.  Ia masih tetap tinggal di rumah bekas suaminya.   

c.  Ia tetap berhak atas nafkah.  

d.  Tidak dapat dilamar oleh seorang pun.   

e. Pihak yang menalak dapat kembali kepadanya sewaktu-waktu tanpa 

akad baru dan ia tidak ada pilihan lain kecuali menerima.  

f.  Bekas istri dapat membebaskan diri dari status raj‟i menjadi ba‟in 

Sughra, meskipun  „iddah nya belum selesai dengan cara mengajukan 

                                                             
 22 Psl. 24 UUP No. 1 Tahun 1974 
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khuluk ke qadi dan qadi menerima serta memerintahkan kepada bekas 

suami untuk menjatuhkan khulu ‟  

g. Mantan suami dapat menjatuhkan talak kedua atau ketiga, dan dapat 

pula melakukan li‟an , ila‟ dan atau zihar .  

h.  Setelah „iddah selesai, mantan istri harus keluar dari rumah mantan 

suami, atau sebaliknya, jika status rumahnya milik istri, istri bebas 

memilih untuk dirinya sebagai sayyib.  

i. Status talaknya adalah ba‟in (bainunah) sughra (jelas kecil) 

 

2. Talak Ba‟in 

Talak ba‟in adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak 

memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah baru 

dan talak ba‟in inilah yang tepat untuk disebut putusnya perkawinan. Talak 

ba‟in terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
23

 

a. Talak Ba‟in Sughra 

Talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas 

suaminya. Namun talak ini tidak menghilangkan hak nikah baru 

kepada mantan istrinya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 

pasal 119 disebutkan talak ba‟in sughra adalah talak yang tidak boleh 

dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya 

                                                             
23

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakah}at 

dan Undang - Undang Perkawinan) , (Jakarta : Kencana 2009), hlm, 221 
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meskipun dalam „iddah . 
24

 Yang termasuk dalam talak ba‟in sughra 

adalah: 

1) Talak yang terjadi sebelum dukhul 

2) Khulu‟ (Talak dengan tebusan) 

3) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Adapun akibat hukum dari talak ba‟in sughra adalah sebagai 

berikut: 

1) Hilangnya ikatan nikah antara suami-istri  

2) Hilanganya hak bergaul bagi suami-istri termasuk berkhalwat  

3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala salah satunya 

meninggal  

4) Rujuk dengan akad dan mahar yang baru 

b. Talak Ba‟in Kubra 

Talak ba‟in kubra ialah talak yang mengakibatkan hilangnya 

hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu 

ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya.
25

 

Setelah terjadi talak ba‟in kubra, maka ketentuan yang muncul dari 

akibat perceraian ini adalah bekas istri tidak bisa dirujuk dan tidak 

dapat dinikahi kembali. Dapat melakukan akad nikah jika ada 

muhallil, setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian 

terjadi perceraian ba‟da dukhul serta habis masa „„iddahnya barulah 

mereka dapat melaksanakan akad nikah baru.
26

 

 

                                                             
24

 Ibid.,  
25

 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat …. Hlm. 245-246 
26

 Abdul Hadi, Fiqh Munakahat, ....hlm. 164 
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D. Hak Istri Yang Harus diterima oleh istri  

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh 

seseorang istri Dalam hubungan rumah tangga suami mempunyai hak dan 

begitu pula istri mempunyai hak. Sesuai dengan hukum Islam, istri memiliki 

berbagai hak yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu hak yang bersifat 

materiil dan hak yang bersifat non materiil yang wajib dipenuhi oleh suami. 

Hak-hak istri yang bersifat materiil ialah.
27

 

 

1. Hak Mas Kawin  

Mas kawin (mahar) adalah suatu pemberian yang wajib diberikan 

oleh suami kepada istrinya dengan sebab pernikahan. Pemberian mas 

kawin sebagai lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan 

kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri, serta sanggup 

berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarganya serta 

merupakan penghormatan suami terhadap istri.
28

 

2. Nafkah  

Nafkah yang disepakati oleh para ulama adalah belanja untuk 

keperluan makan yang mencakup sambilan bahan pokok seperti pakaian 

dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, 

pangan dan papan. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memberikan 

nafkah secara penuh kepada istrinya yang berupa nafkah makan, minum, 

                                                             
27

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam w a A d illatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr Juz 9 tt) hlm, 

294. 
28

 Ibid.,  
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pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kondisi sosial istri dan 

kemampuan suami. 

Wajibnya seorang suami untuk memenuhi kewajiban terhadap 

istrinya berlaku sejak terjadi akad nikah. Biaya yang harus dibayar kepada 

istri tersebut hanya selama status perkawinan masih tetap. Adapun jika 

sudah berpisah para ulama sependapat bahwa wanita yang sedang „iddah 

disebabkan terjadinya talak raj‟i masih berhak nafkah dan perumahan. 

Demikian pula yang ditalak ba‟in dalam keadaan hamil. Tetapi para ulama 

berbeda pendapat mengenai yang ditalak  ba‟in yang dalam keadaan tidak 

hamil. Perbedaan tersebut adalah 

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat ia berhak perumahan serta nafkah. Ini 

adalah madzhab Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, at-Tsauri, 

dan lain-lain.  

b. Imam Malik dan Imam asy-Syafi‟i berpendapat bahwa ia berhak 

perumahan tetapi tidak berhak nafkah.  

c.  Imam Ahmad berpendapat bahwa ia tidak berhak apa-apa. Baik 

nafkah maupun perumahan. 

Adapun menurut beberapa Ulama lain seperti Abu Bakar Usman 

adalah, bahwa seorang wanita yang tertalak ba‟in kubra dan tidak sedang 

hamil, maka ia tidak mendapatkan nafkah tetapi wajib mendapatkan 
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tempat tinggal. Karena kewajiban ini berdasarkan firman Allah SWT 

dalam QS. at-Talaq ayat 6.
29

  

نٌُُِْيَُّۡ ۡلخُِۡۡأسَ  ُّيَُّ ۡحضَُب س  لَ َّ ۡ ذِمُن  ج  ُّ ۡ ي ۡهِّ ۡسَنٌَخنُ ثُ ۡحَي  ضَيِّقُْاْۡهِي 

ۡ ۡفئَىِ  لَِيًَُّۚ يَۡحَو  ۡيضََع  َٰٔ ۡحَخَّ ِِيَّ ۡعَليَ  لٖۡفأًََفقُِْاْ جِۡحَو  لََٰ ّْ ۡأُ إىِۡمُيَّ َّ ۡ
ِِيًَّۚ عَليَ 

ۡفَۡ ۡلنَُن  يَ ضَع  ۡبَۡۡ َۡأسَ  حوَِشُّاْ
أ  َّ ۡ ۡأجُُْسَُيَُّ ٌنَُنبحُُْيَُّ إىِۡۡي  َّ ۡ شُّفٖ  بوَِع 

ضِعُۡلََُۡ ۡفسََخشُ  حنُ  ۡۡ ۥۡحعََبسَش  َٰٓ شَ ٢ۡۡأخُ 

Artinya:Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat 

tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu 

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika 

mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka 

berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu 

Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan 

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; 

dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya. 

 

Menurut Syekh Zakariya al-Anshari al-Anshari adalah “wajib 

baginya (wanita yang tertalak bain) untuk mendapatkan tempat tinggal 

yang patut menurut keumuman (adat) seperti rumah, kamar, atau selain 

keduanya seperti halnya wanita yang menyandang status „iddah” 

Menurut Syekh Zainudin al-Maliibari ‚wanita yang tertalak ba‟in 

kubra dalam keadaan tidak hamil maka ia akan mendapatkan tempat 

tinggal yang sekiranya bisa memberikan rasa aman bagi dirinya sendiri, 

dan hartanya meskipun jumlah hartanya sedikit serta rumahnya pun patut 

                                                             
29

  Abu Bakar Usman, Hasyiah „Ianah at- Talibin, (Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiah, Juz. 

IV, 2015), hlm. 117 
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untuk ditinggali oleh wanita yang tertalak itu secara keumuman (adat).30 

Sebagaimana yang telah diungkapkan, bahwa disamping hak materiil, istri 

juga memiliki hak non materiil yang juga harus dipenuhi oleh suami antara 

lain: 

a. Mendidik dan menjaga istri dari api neraka. 

b. Menjaga kehormatan istri, memperlakukan istri dengan baik serta 

memenuhi kebutuhan biologisnya. 

c. Berlaku adil terhadap istri dalam pemberian nafkah dan perlakuan 

baik 

d. Memberi istri kebebasan penuh untuk mengelola harta miliknya 

Secara rinci beberapa ulama menerangkan untuk  nafkah seorang istri 

terbagi beberapa poin yaitu: 

1. Nafkah  Iddah 

Iddah jama‟nya adalah “iddah” yang secara arti kata berarti 

“menghitung” atau “hitungan”
31

 Sebab iddah pada hakikatnya adalah 

bilangan dan hitugan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. 

Secara etimologis idah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita 

menunggu untuk perkawinan selanjutya setelah wafat suaminya atau 

karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya.
32

 baik cerai hidup 

maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya 

atau untuk berpikir bagi suami. Hukum menjalankan iddah adalah wajib 

bagi istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan 

                                                             
30

 Zainuddin Abdul Aziz, Fathul Mu‟in, (Surabaya: Imaratullah, t.t), hlm. 120 
31

 Amir Syarifuddin, Hukum Perceraian Islam. Hlm. 303 
32

 Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). Hlm. 193. 



 

 
 

21 

kewajiban idah ini didasarkan atas ketentuan al-Qur‟an sebagaimana 

dalam surat al-Baqarah ayat 228. 

                        

                        

                        

                      

 

Artinya: wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) 

tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada 

Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya 

dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki 

ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, 

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta 

merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan 

untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu 

hamil masa tunangan sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah 

putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau 

karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa idah, kecuali jika 

wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya 

perkawinan, maka tidak wajib baginya iddah. 

Pemeliharaan anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik 

dengan baik.  Bahwa setiap manusia mukmin mempunyai beban kewajiban 

dan tanggung jawab memelihara diri dan keluarga, dalam bentuk apapun 
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dari api neraka karena api neraka mempunyai kekuatan membakar. Api 

dapat membuat diri dan jiwa manusia menderita atau sengsara, yang 

bertanggung jawab atas semuanya adalah manusia itu sendiri. Untuk 

memelihara dirinya dan keluarganya (anak-anak dan istrinya) dari api 

neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan 

perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya. 

Hal yang dimaksud pada prinsipnya adalah tanggung jawab suami 

istri kepada anak-anaknya. Jika ditinjau dari segi syara‟ maka artinya 

menjaga dan mengasuh anak kecil dari hal yang membahayakan dan 

berusaha mendidik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk 

kebutuhan jasmani dan rohaninya. Hak istri lainnya yang bercerai dari 

suaminya berhak mendapatkan: 

a. Istri yang dicerai dalam bentuk talak Raj‟i  

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj‟i 

masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Berkenaan dengan 

istri yang ditalak tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia 

mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang 

ditalak raj‟i karena dia wajib menghabiskan masa idah itu di rumah 

suaminya.  

Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga 

dia wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap 

sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung 

pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan Pengadilan. 
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Hutang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau 

dibebaskan. Fuqaha yang menetapkan tempat tinggal dan nafkah, 

maka untuk tempat tinggal, mereka beralasan dengan keumuman 

firman Allah SWT. Dan untuk wajibnya nafkah, mereka 

mengemukakan alasan bahwa nafkah tersebut mengikuti wajibnya 

penyediaan tempat tinggal pada talak raj‟i atau istri yang sedang 

hamil dan pada kewajiban hakhak suami istri itu sendiri.Ringkasnya, 

di manapun tempat tinggal itu diwajibkan berdasarkan ketentuan 

syara‟, maka nafkah pun  menjadi wajib juga. 

b. Istri yang dicerai dalam bentuk Talak Ba‟in 

Serta mempunyai penghasilan, ini selaras dengan firman Allah 

(Q.S. Al-Talaq:6) yang menyatakan: kalau mereka itu Fuqaha 

berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang 

ditalak ba‟in, tetapi tidak dalam keadaan hamil, dalam tiga pendapat.  

1) Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama Kufah yang 

menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal 

dan nafkah bagi istri tersebut. 

2)  Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu 

Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak boleh 

memperoleh nafkah.  

3) Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi‟i dan 

lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat 

tinggal tanpa nafkah. 
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c. Hak istri yang ditinggal mati oleh suaminya. 

Bila si istri tersebut dalam keadaan mengandung para ulama 

sepakat istri itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila 

tidak dalam keadaan hamil para ulama terjadi perbedaan pendapat 

yaitu: al. Imam Malik. Imam Syafi‟i mengatakan “berhak atas tempat 

tinggal”, sedangkan sebagian ulama lainnya seperti Imam Ahmad 

berpendapat bila istri tidak hamil maka tidak berhak atas nafkah dan 

tempat tinggal, karena ada hak dalam bentuk warisan.
33

 

Menurut Muhammad Syaifuddin dalam bukunya, kewajiban 

suami yang telah menjatuhkan talak terhadap istrinya sebagai berikut:  

1) Memberi mut‟ah kepada bekas istri. Suami yang menjatuhkan 

talak kepada istrinya hendaklah memberikan mut‟ah pada bekas 

istrinya itu. Mut‟ah itu boleh berupa pakaian, barang-barang 

atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami. Dalam 

hal ini perempuan boleh minta keputusan kepada hakim 

menetapkan kadarnya mengingat keadaan dan kedudukan suami.  

2) Memberi nafkah, pakaian dan tempat kediaman untuk istri yang 

ditalak itu selama ia masih dalam keadaan iddah. Apabila habis 

masa idahnya, maka habislah kewajiban memberi nafkahnya, 

pakaian dan tempat kediaman.  

                                                             
33

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 463. 
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3) Membayar atau melunaskan mas kawin. Apabila suami 

menjatuhkan talak kepada istrinya, maka wajiblah membayarkan 

atau melunaskan mas kawin, itu sama sekali.  

4) Membayar nafkah untuk anak-anaknya, suami yang 

menjatuhkan talak kepada istrinya wajib membayar nafkah 

untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan 

keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sekedar yang patut 

menurut kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak-

anak itu harus terus-menerus sampai anak baligh lagi berakal 

bekas istrimu mempunyai anak, maka berilah upah mereka itu. 

Jadi, teranglah bahwa nafkah itu untuk istri dan anaknya. 

Sedangkan kewajiban nafkah itu tetap berlaku, meskipun istri 

telah diceraikan oleh oleh suaminya. Bekas istri berhak meminta 

upah kepada bekas suaminya untuk menyusukan anaknya.
34

 

 

E. Talak Ba’in Kubra dan Akibat Hukumnya 

Talak Ba‟in Kubra talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada 

mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin 

dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta telah habis masa 

„iddah nya. Yang termasuk dalam bentuk talak ba‟in kubra adalah :  

1. Istri yang telah ditalak tiga kali atau talak tiga. Talak tiga dalam pengertian 

talak ba‟in itu yang disepakati oleh ulama adalah talak tiga yang diucapkan 
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secara terpisah dalam kesempatan berbeda antara satu dengan lainnya 

diselingi oleh masa „iddah .  

2. Istri yang bercerai dari suaminya melalui proses li‟an. Berbeda dengan 

bentuk pertama mantan istri yang dili‟an itu tidak boleh sama sekali 

dinikahi, meskipun sesudah diselingi oleh adanya muhallil , menurut 

jumhur ulama.   

Adapun akibat hukumnya adalah
35

 :  

1. Mantan istri tidak dapat dirujuk dan tidak dinikahi kembali.  

2.  Dapat melakukan akad nikah lagi jika ada muhallil (orang ketiga yang 

menjadi penyebab halalnya pernikahan kembali antara mantan suami istri) 

setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi 

perceraian ba‟da dukhul serta telah habis masa „iddah nya. Sebagaimana 

firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 230. 

ِِۡ ۡ ۡفبَىِْۡطَلَّقَِبَۡفلَََۡجٌُبَحَۡعَليَْ ٍٗ بۡغَيْشَ ج  ّْ ٔۡحٌَْنِحَۡصَ ۡبعَْذُۡحَخَّٰ ۡهِيْ  َٗ ۡلَ وَبۡ فبَىِْۡطَلَّقَِبَۡفلَََۡححَِل 

اىَْۡي قيِْوَبۡ اىِْۡظٌََّبۡ  ىَۡاىَْۡيَّخشََاجَعَبۡ  ْْ ۡيَّعْلوَُ م  ْْ ُِبَۡلقَِ ِۡيبُيٌَِّ
دُۡاّللَٰ ّْ حلِلَْۡحُذُ َّ ۡ ِۡ

دَۡاّللَٰ ّْ  حُذُ

Artinya : Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka 

perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami 

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada 

dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali 

jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 

Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang 

yang berpengetahuan. 

Selain itu, apabila terjadi talak ba‟in kubra maka istri tidak berhak 

mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya.
36

 Hal ini 
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ditegaskan lagi dalam KHI Pasal 149 ayat (b) yang menyebutkan mantan suami 

wajib memberi nafkah, tempat tinggal dan kiswah kepada mantan istri selama 

dalam „iddah kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba‟in dalam keadaan 

tidak hamil.
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
36
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.
38

 Metode merupakan cara 

kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan 

(field research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami 

masyarakat, masalah atau gejala dalam masyarakat dengan mengumpulkan 

sebanyak mungkin fakta mendalam. Metode kualitatif juga bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

seperti perilaku, tindakan dan lain-lain. 

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan subjek yang diteliti. Kemudian 

dianalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dan 

kajian tentang tinjauan hukum islam terhadap penyelenggaraan hak-hak istri 

talak bain kubra secara agama kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 
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2. Lokasi Penelitia 

Penelitian ini bersifat lapangan (Field Research) dimana penelitian 

ini dilaksanakan Dikecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

Alasan dengan menggunakan metode penelitian lapangan adalah 

supaya memudahkan untuk memahami situasi dan kondisi di tempat, 

sehingga seiring berjalannya waktu bisa menambah wawasan di masyarakat. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini disekitar masyarakat Kecamatan Tambusai 

Kabupaten Rokan Hulu, karena tidak banyak masyarakat paham tentang 

hukum terjadinya talak, sedangkan Objek penelitiannya adalah analisis 

pemenuhan hak-hak istri yang ditalak bain kubra  terkhususnya tinjauan 

hukum islam secara agama. 

4. Sumber Data 

Ada dua bentuk sumber data yang akan penulis jadikan sebagai 

pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber 

data tersebut adalah: 

a. Sumber Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau 

tempat lokasi penelitian.
39

 Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan beberapa tokoh 

masyarakat di wilayah Kecamatan Tambusai. 

b. Sumber Data Sekunder merupakan sumber yang banyak, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen.  Data sekunder dalam penelitian 
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ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan seperti buku 

ataupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan 

hak-hak istri talak bain kubra secara agama. 

5. Populasi dan Sampel 

  Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau 

objek yang akan diteliti. 

  Sampel adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. 

  Adapun populasi pada penelitian ini adalah 13. 341 KK 

keseluruhan tambusai dan mengambil sampel pada penelitian ini 5 orang 

tokoh masyarakat, 15 orang pasangan suami istri yang talak bain kubra, 

maka jumlah sampel yang peniliti ambil sebanyak 20 orang. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Adapun teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Observasi  

Yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena 

sosial yang diselidiki, baik secara langsung maupun tidak langsung 

dengan jalan pengamatan dan pencatatan.   Observasi dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu dengan partisipan dan non partisipan. Observasi 

partisipan adalah peneliti mengumpulkan bagian dari kelompok yang di 
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teliti, sedangkan observasi non partisipan adalah peneliti bukan hanya 

kelompok yang diteliti, kehadiran peneliti hanya pengamat kegiatan.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan. 

b. Wawancara  

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu.  Wawancara Penulis lakukan melalui tanya jawab 

langsung dengan beberapa informan yang telah Penulis tentukan. 

c. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan  data dengan dokumentasi adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan 

dengan tinjauan hukum islam terhadap pemenuhaan hak-hak istri talak 

bain kubra secara agama kecamatan tambusai Kabupaten Rokan Hulu. 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis  data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diinterpretasi.  Metode analisis data yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah denagn menggunakan metode analisis 

kualitatif, yaitu teknik menggambarkan seluruh aspek pada penelitian yang 

ada, sehingga bisa mendapatkan gambaran antara yang seharusnya terjadi.   

8. Metode Penulisan 

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas 

berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa. 
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b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Tanggapan tokoh masyarakat  Kecamatan Tambusai tentang talak bain 

kubra yaitu bahwa talak bain kubra atau yang mereka sebut talak tiga ada 

dua versi. Pertama adalah kata talak yang diucapkan suami kepada istrinya 

sudah ketiga kalinya dan ada niat dalam pengucapan talak tersebut tanpa di 

selingi masa iddah pokoknya perkatan talak suami yang sudah tiga kali itu 

sudah jatuh talak tiga. Kedua yaitu pasangan suami istri yang sudah cerai 

negara yaitu cerai atau sudah mengucpkan ikrar talak di depan Pengadian 

Agama jika pasangan tersebut berkeinginan kembali berumah tangga lagi 

maka harus ada muhalil. 

2. Dapat disimpulkan bahwa mengenai permasalahan nafkah, Imam asy-

Syafi‟i menggunakan dalil al-Qur‟an berupa surah at Talaq ayat 6 dan 

hadis yang diriwayatkan oleh Abi Salamah, dimana beliau merupakan 

orang yang terpercaya  (siqoh), sehingga periwayatan hadisnya bisa 

dijadikan pegangan (hujjah) dalam mencetuskan sebuah hukum. 

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dalil hadist dari jalur   

asy-Syi‟bi. Beliau adalah ulama Kuffah yang terkemuka, sehingga beliau 

menjadikan hadis ini sebagai hujjahnya. Namun dalam sanadnya terdapat 

perawi yang lemah, yaitu Mujallid. Sehingga penulis lebih condong 

terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Imam asy-Syafi‟i, yaitu wanita 

yang tertalak ba‟in kubra akan mendapatkan hak maskan saja tanpa 
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mendapatkan nafkah, karena dalil yang beliau (Imam asy-Syafi‟i) gunakan 

menurut penulis lebih kuat daripada dalil yang digunakan oleh Imam 

Ahmad bin Hanbal.   

B. Saran 

1. Setelah penulis melakukan penelitian ini saran dari penulis hendaknya ada 

kepedulian secara khusus dari pemerintahan sekitar pada pandangan dan 

pola pikir tokoh masyarakat  Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu 

untuk mengadakan sosialisasi ataupun penyuluhan pada masyarakat sekitar 

tentang arti dan makna ataupun akibat dari talak bain kubra tersebut. Dan 

juga penting bagi tokoh masyarakat mengetahui dan memahami adanya 

j,KHI dan menerapkannya karena juga termasuk aturan negara dan penting 

untuk di ketahui agar tidak salah dalam penafsirannya. 

2. Pemberian maskan bagi wanita yang tertalak ba‟in sangatlah penting. 

Karena selain untuk ta‟abud, pemberian ini bertujuan untuk menjaga 

kehormatan wanita tersebut dan menjaga anak jika terdapat anak dalam 

kandungannya. Oleh sebab itu, hendaknya para penegak hukum bisa 

mempertimbangkan hal ini dalam menetapkan putusannya terhadap 

permasalahan wanita yang tertalak ba‟in. 
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